
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norn or 5063); 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

ten tang 
dalam 

Nomor 13 Tahun 1950 
Daerah-Daerah Ka bu paten 

U ndang-U ndang 
Pembentukan 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati; 

b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan iuran 
Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kudus dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan 
berhasil guna, perlu diatur ketentuan pelaksanaan 
pemberian bantuan iuran dimaksud; 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaJ 12 Peraturan 
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan dan dalam rangka meningkatkan akses dan 
mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum 
memiliki jaminan kcsehatan di Kabupaten Kudus, perlu 
diselcnggarakan pemberian bantuan iuran Jaminan 
Kesehatan Nasional yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus ; 

Menimbang 

BUPATl KUDUS, 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kudus. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Kudus. 
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kudus. 

S. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kudus. 

Pasal I 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN 
PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN 
NASIONAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS. 

MEMUTUSKAN 

7. Pcraturan Presidcn Nomor 82 Tahun 2018 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 165). 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20] 4 tentang 
Adrninistrasi Pernerintaha (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292); 

, >3 T 1 un 2014 tentancT ,, Undang-Undang Noma ~ a 1 . b 

Pernerintahan Daerah (Lcmb ran Negara Rcpubhk 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lem.baran 
Negara Rcpublik Indonesia Nornor 5587) s bagcumana 
telah beberapa kali dirubnh t rakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentaJ?g 
Pcrncrints hnn Dacrah (Lcmbaran Negara Republtk 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran 
N gara Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Unchn~· Nornor 44 Talwn 2009 .cntang Rumah 
sakit [Lemb: ran Negara Rcpublil· mdonc: 1;-1 Tahw: 20~~ 
ornor 153, T::imbahan L mbarar J cgara Republik 

Indonesia Nornor 5072): 

') - - . 

• 
Menetapkan 



( 1) Pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan 
dilaksanakan oleh Pemerin tah Daerah dengan : 
a. mendaftarkan calon PBI Daerah rnenjadi Peserta 

Program JKN pada BPJS Kesehatan ; dan 
b. membayarkan iuran Jaminan Kesehatan untuk dan 

atas nama PBI Daerah kepada BPJS Kesehatan 

Pasal 3 

PENYELENGGARMN PEMBERIAN BANTUAN 

BAB III 

Pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bertujuan 
unruk memberikan perlindungan jaminan kesehatan dan 
meningkatkan akses serta mutu pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat di wilayah Daerah melalui kepesertaan dalam 
program Jaminan Kesehatan Nasional. 

Pasal2 

TUJUAN 

BAB n 

6. Jaminan Ke schatan adalah suatu sistcrn unruk 
mernb rikan perlindungan dan perncliharaan k sehatan 
bagi masyarakat dcngan pri rsip kendali mutu dan biaya. 

7 Iu 'an .Iarninan Kcsehatan adalah s jurnlah uang yang 
dibavarkan sccara teratur olch p scrta, pernbcri kcrja, 
Pem;rinlah Pusat dan/ Pcrncrintah Daerah. 

8. P ncruna Bantuan l ran yang selanjutnva discbut PBI 
a.lau h pcscrta Pro ram .Jaminan K schatan y;-ing Iuran 
.Ia m 'nan Kcs ·! , tannya dibayarkan olch Pcmcrintah. 

9. Pen rimaan Bantuan lur 1 .Jarninnn K schatan Daerah 
yang sclanjutnya dis but PJ3I Dacrah adalah Pcscrta 
Program .Jarninan Kc ehatan yang Iur n Jaminan 
Kcscriata nya di bayarkan olch Pemcrintah Dae ah 
dengan pembiayaan yang bersurnber dari An garan 
Pendapatan dan Belanja Daerah 

10. Program Jarninan Kcschatan Nasional y ng selanjutnya 
disebut Program JKN adalah merupakan suatu program 
yang dibuat pcmcrintah untuk menjamin kebutuhan 
kcsehatan seluruh masyarakat 

11. Badan Penyclenggara Jaminan Sosial Keschatan yang 
sclanjutnya disebut BP.JS Kesehatan adalah Badan 
Pcnyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk pemerintah 
untuk memberikan Jaminan Kesehatan untuk 
Masyarakat. 
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(l) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan daftar 
nama PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan mengajukan 
pendaftaran PBI Daerah sebagai Peserta JKN kepada 
BPJS Kesehatan. 

(2) Setiap peserta Program JKN yang terdaftar pada BPJS 
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan kartu kepesertaan berupa Kartu Indonesia 
Sehat (KJS) sebagai identitas dan bukti kepesertaan 
Program JKN. 

Pasal 6 

Bagian Ketiga 
Pendaftaran PBI Daerah dalam Program JKN 

(1) Bupati menetapkan daftar nama PBI Daerah dengan 
Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas 
Kesehatan. 

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 
secara tertulis dengan memuat data calon PBI Daerah 
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf a. 

(3) Data calon PBI Daerah yang diusulkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) merupakan data yang telah 
dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Kesehatan. 

(4) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan verifikasi dan 
validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai 
Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 5 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pcnetapan PBl Daerah 

U tuk dapat ditctapkan sebagai PBI D erah harus memcnu.hi 
pcrsyarat n scbagai bcrikul. 
a. bcrstatus sebagai penduduk di wilayah Daerah 

berdasarkan kcpcrnilikan Kartu Tanda Pcnduduk I Kartu 
Keluarga; dan 

b. tidak bcrstatus ebagai Peserta BPJS atau PBI JKN Pusat 
I Provinsi. 

Pasal 4 

Bagian K satu 
Pc r 'ya ra tan 

BAB IV 

PENERIMA BANTUAN IURAN DAER.AH 

h b · PBJ [);.. crah (..,,) Pcnyclcnggaruan p le: yanan kese atan a 1 
dilaksanakan scsuai kctcntuan pcraturJ..n pcrundar1g· 
undanzan yang bcrlaku bagi pcserta JKN. 
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(1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembayaran iuran 
bagi PBI Daerah kepada BPJS Kesehatan. 

(2) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi PBI Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat bagi penerima bantuan iuran 
Jaminan Kesehatan 

(3) Pendanaan untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan 
bagi PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

(4) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan kepada BPJS 
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai 
dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan 
berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah 
Daerah dengan BPJS Kesehatan. 

(5) Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

Pasal 9 

PEMBAYARANIURANPBIDAERAH 

BABV 

( 1) Bayi baru lahir dari PBI Daerah didaftarkan sebagai 
Pcscrta Program JKN pada BPJS Kesehatan 

(2) Ketentuan pendaftaran bayi sebagaimana dimaksud pada 
ay t ( l) dilaksanakan dengan berpedoman pada 
ketcntuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal S 

Kepesertaan Program JKN scbagaimana di aksud dalam 
Pa aJ 6 tidak ber1aku apabila : 
a. mcninggaJ Dunia: 
b. tidak lagi mcmcnuhi per yaratan scbagai PBT Daer h 

scbagaimana dim' ksud dal rn Pasal 4 huruf a; 
c. pindah k las perawaian yang lebih tinggi dari kclas yang 

ditcntu can. 

Pasal 7 

(3) Kartu kcpc: crtaan sebagaimana dimaksr d · ad ·-yat (2) 
ditcrbitkan olch BPJS Kesehatan dcngan kctcntuan 1 
(satu) kartu untuk 1 (s tu) orang peserta, lcngkap den an 
nama dan alamat rang jclas. 
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L 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2010 ten tang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah 
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2010 Nomor 32) sebagaimana telah dirubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 
2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus 
Nomor 32 Tahun 2010 ten tang Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kudus [Berita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 30) dan Peraturan 
Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembebasan biaya 
Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Kelas III di 
Rumah sakit Bagi Penduduk Kabupaten Kudus (Berita 
Oaerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 12) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 13 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB VII 

Tcknis Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan 
se b gaimana dimaksud dalam pasal 10 dan Pasal 11 
dilaksanakan dengan berpedoman pada ketenruan peraturan 
pernndang-undangan. 

Pasal 12 

Pengawasan at s pclak anaan pcmberian bantuan luran 
.Jaminan Kcschatan dilaksanakan olch Pc angkat Dacrah 
vang membidan i pengawasan Daerah. 

Pasal 11 

( 1) Pcngcndalian atas pclaks naan pcrnb .rian bnn u.m l~r::.in 
.laminan K schatnn ila o.anakan olch K pala Dinas 
1 .cschatnn. 

\2} Dalarn d:..k';c"'.;"-"1nc.1~:;1n pcng ndahan f,ebagai.mana 
dimaksud pada ayat ( t ), Kepala Dinas Keschatan 
bcrk ordinasi dcngan Pcrangkat Daerah terkait. 

Pa J 10 

PENC'rEND/\LlAN DAN PENG AV /\SAN 

BAB vr 

- ('I" 



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ,. J 1,, NOMOR Li. 

SAM'ANI INTAKORIS 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

~-tUllel ~' 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal '- J -Inl...r i ~ _. 1 .J 

MUHAMMAD TAMZIL 

BUPATI KUOUS, 

Ditetapkan di Kudus . 
pada tanggal c..) J c,i11Jd l. ( (' ; 

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerinta.hkan 
pengund ngan Pera turan Bupati ini dengan pcnernpatannya 
dalarn Bcrita Dacrah Kabupatcn Kudus. 

tanggal Peraturan Bupati ini mulai berlaku p d 
diundangkan. 

Pas J l· 
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